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ABSTRAK

PERANAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DALAM PENETAPAN
UPAH MINIMUM PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
(DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SUMATERA UTARA)

OL EH :

STATUS WAU

Penetapan besarmnya Upeh Minimum Provinsi {UMP) selama ini selalu
menimbullean perdebatan. Hal it tetjadi karena ada perbedaan kepentingan di antara
buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha (Apindo). Harus diakui, masatah Upah
Minimum bukan merupakan hal yang scderbana karcna tidak hanya menyangkut
masalah kehidupa burub. tapi juga menyangkut masalah kehidupan dan kelanjutan
suatu perusahaan. Besarnya Upab Minimum Provinsi biasanya ditetapkan atas
kesepakatan bersama yang tcrgabung dalam Tripartit (Dewan Pengupahan), yatu
pihak buruh/pekerja (Serikat Pekerja/Serikat Buruh). Pengusaha (Apindo : Asosiasi
Peagusaha Indonesia). dan Pemerintah (yang menangani tenaga kerja). Ini berard
Upah Minimum Provinsi yaog telah diberlakukan pada suatu tahun teitenru
merupakan hasil kesepakstan di antara ketiga pihak tersebut. Yang menjadi
permasalafan adalah bagaimana penepatan. peneiapan Upah Minimum Provinsi di
Provinsi Simatera Utara

Metode Penelitian yang dilakukan eleh penulis adalah Penelitian: Kepustakaan
dengan metode ini penulis mendapat masukan dengan mencari dan menelusuri bahan-
bahan seperti sejunlah buku.peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan
objek pembahasan skripsi ini. Dan penulis mengadakan penelitian ke kantor Dmas
Tenaga Kerja dan Transmigeasi Provinsi Sumatera Utara yang dianggap dapat
membevikao data atau jawaban guna menyelesaikan skripsi ini. Di samping itu juga
penulis meneadakep wawaneara secara langsung kepada anggota Dewan Pengupahan
Provinst Sumatera Utara dari Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi €rowvinsi
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Sumatera Utara, yang ikut terlibat dalam penetapan Upah Minimum Provinsi
Sumatera Utara,

Berdasarkan penclitian yang dilakukan oleh penulis. sampai sekarang Provinsi
Sumatera Utara dari 25 daerah kabupaten/kota, baru 12 daerah kabupaten/kota yang
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena dan 25 (dua
puluh lima) daerah KabupatenKota tersebul. baru 12 (dua belas) daerah
Kabupaten/Kota yang membentuk Dewan Pengupahan di tingkat KabupatervKota.
Gubermwr Swmnatcra Utara mentapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera
Utara 2007 sebesar Rp. 761.000, ini mecupakan upah terendah dan hanya berlaku
bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari saa tahun. Upah
Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara dan Upah Minimum Sektoral
Kabupatea/Kota ditetapkan oleh Gubemur sebesar Rp. 799.050 untuk terendah dan
Rp. 837.100 untuk tertinggi. Dan sampai sckarang tidak ada perusahaan di Provinsi
Sumatera Utara yang meminta penangguhan Upah Minimum Provmsi.

Perfu pcnycmpurnaan tata eara perhitungan Upah Minimum dengan melihat
kondisi perckonomian, kondisi pasar keija dan kemampuan perusahaan, sehingga
tidak ada pihak yang dirugikan melainkan semua pihak menjadi sejahtera. Kiiteria
kenaikan upah minimum sebaiknya mencermickan berbagai tujuan yang lebih Juas.
sepetti penciptaan lapsngan pekerjaan, peningkatan produktifitas dan perlinduogan
pendapatan bagi kelompok pekeija beiupa rendab. Hendaknya para pengusaha lebih
terbuka dan selalu memperhatikan kesejahteraan para buruhnya, secara sadar mau
menerapkan Upah Minimum, menghargai harkat. mariabat butuh secbagai faktor
produksi dan tidak memandang buruh hanya sebagai taktor produksi/alat produksi

semata.
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BAB 1
PENDAHULUAN

l.embaga Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang menetapkan upah
buruh atau Serikat pekerja dalam memenuhi kesejahieraan para buruh. Terutama
dalam Provinsi Sumatera Utara.Penetapan besamya Upah Minimum Provinsi (UMP)
selama ini selalu menimbulkan perdebatan. Hal ini terjadi karena ada perbedaan
kepentingan di antara buruh atau scrikat pekerja dengan pengusaha {Apindo). Harus
diakui. masalah Uipih Mimmimm Iwikan menipakan hal yong sederhana karcna tidak
hanya menyangkut masalah kehidupan buruh, tapi juga menyangkut masalah
kehidupan dan keianjutan suata f)éfuéahaan. Besamya Upah Minimum provinsi
biasanya ditesapkan atas kesepakan bersama yang tergabung dalam Tripartit. yaitu
pihak buruh/pekerja (serikat peketja’serikat buruh). Pengusaha (Apindo: Asosiasi
Pengusaha Indonesia) dan Pemerintah {yang menangani tcnaga kerja).

Ini berarti upah Minimum Provinsi yang telah diberlakukan pada suatu tahun
tertentu merupakan hasil kesepakatan diantara ketiga pihak terscbut. Bila dikemudian
han terjadi ketidak puasan dari pihak pekerja/ buruh ataupun dan pihak perusahaan,
penyebabnya dapal berasal dari internal perusahaan atau eksternal. Intemnal
perusahazn antara lain kerena pibak pengusaha tidak konsisten dengan hasil
kesepakatan bersama atau produktivitas buruh yang rendah sehingga menycﬁébkan
kerugian bagi perusahaan dan berakibat menurunnya kemampuan perusahaan untuk

membayar upah. Sedangkan yang berasal dari eksternal perusahaan adalah akibat
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perubahan lingkungan ckonomi dan politik dan berpengarub terhadap kemampuan
membayar upah sesuai dengan hasil kesepakatan.

Tuntutan pthak buruh adalah bahwa upah minimum harus mampu memenuhi
kebutuhan hidup secara layak dar perhitungan besarnya didasarkan kebutuhan hidup
sebuah keluarga bukan bukan hidup sendiri (lajang) tuntutan ini tentunya harus
disikapi secara bijaksana dan seimbang. Artinya tuntutan ini harus ditinjau dari dua
sisi kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pcnpusaha dan kepentingan buruh.
Tidak hanya melihat dari salah satu sudul saja.

Berdasarkan  Pasal 1 Peraturun Menteri Tenaga Kerja Nomor  Per-
01/MEN/1999. yang dimaksud Upal: Minimum adalal: upah bulanan terendah yang
terdiri dari upah pokok, terrasuk tunjangan tetap. Upah minimum regional Tingkat [
(UMR TKk. 1) adalah Upah Minimum yang berlaku di satu provinsi. Upah minimum
Regional Tingkat I (UMR) TK. II) adalah Upab Minimum yang berlaku di daerah
Kabupaten/kota atau menurut wilayah pembangunan ekonomu daerah atau karena
kekhususan wilayah tertentu. Upah Minimum scktoral Regional Tingkat 1 (UMSR
Tk. ) adalah Upah Minimum yang beriaku secara sektoral di satu Provinsi, Upah
minimum Sektoral Regional Tingkat [I (UMSR Tk. [I) adalah Upah Minimum yang
berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota atau menurut wilayah
pembangunan ekonomi atau karena kekhususan wilayah tertentu’

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL
Sebelum penulis mengungkapkan dalam peranan Dewan Pengupahan Provinsi

Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Sumatera Utara sekarang ini. penting

| Pasal | Peraturan Menter Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimurn.
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Alamat Jl. Kolam No, 1 Medan Es:ste.

Judul Peranan Dewin Pengupahan Provinsi Dalam Penetapan Upah
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Mudin, 2 September 2008
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